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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian mengenai transformasi Islam di Minangkabau setelah Perang Padri 

dalam konteks pemerintahan kolonial Belanda pada 1838-1900 menunjukkan 

bahwa perubahan Islam pada periode tersebut tidak dapat dijelaskan sebagai proses 

sederhana berupa kemunduran Islam setelah kekalahan Padri, kemenangan syariat 

atas adat, ataupun peralihan masyarakat dari tradisi menuju modernitas. 

Transformasi Islam berlangsung sebagai proses historis yang kompleks, bertahap, 

dan multidimensional melalui rekonfigurasi otoritas keagamaan, jaringan ulama, 

lembaga pendidikan, hubungan adat dan syarak, serta hubungan masyarakat dengan 

struktur ekonomi dan administrasi kolonial. 

Pertama, kondisi Minangkabau setelah Perang Padri ditandai oleh perubahan 

mendasar dalam konfigurasi sosial dan politik. Kekalahan militer Padri tidak 

menghapus Islam sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, 

berakhirnya perang mengubah arena perkembangan Islam dari konflik bersenjata 

dan perebutan kekuasaan menuju proses kelembagaan, pendidikan, jaringan 

keilmuan, dan negosiasi sosial. Pemerintah kolonial memperluas administrasi dan 

berusaha memasukkan struktur nagari serta elite lokal ke dalam sistem 

pemerintahan. Dalam proses tersebut, penghulu, ulama, guru surau, dan masyarakat 

harus menyesuaikan kedudukan mereka dengan tatanan politik yang baru. 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kolonialisme tidak bekerja terutama 

melalui penghapusan institusi lokal, tetapi melalui penataan ulang hubungan 

kekuasaan. Penghulu dan elite lokal memperoleh fungsi tertentu dalam administrasi 

kolonial, sementara ulama tetap memiliki legitimasi melalui ilmu agama, surau, 

tarekat, dan hubungan guru-murid. Akibatnya, terbentuk konfigurasi otoritas yang 

tidak tunggal. Pemerintah kolonial memiliki kewenangan formal, penghulu 

memiliki legitimasi adat dan kedudukan sosial, sedangkan ulama mempertahankan 

otoritas keagamaan melalui jaringan pendidikan dan keilmuan. 
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Kedua, kebijakan kolonial terhadap kehidupan keagamaan bersifat selektif 

dan tidak seragam sepanjang periode 1838-1900. Pemerintah tidak secara 

menyeluruh melarang ibadah, masjid, surau, atau pengajaran agama. Akan tetapi, 

aktivitas keagamaan yang dipandang memiliki kemungkinan membentuk 

kewenangan sosial-politik di luar kontrol pemerintah memperoleh perhatian dan 

pengawasan yang lebih besar. Dengan demikian, kebijakan kolonial menghasilkan 

pembedaan antara agama sebagai praktik ibadah dan agama sebagai sumber 

legitimasi sosial-politik. 

Kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi perkembangan 

Islam. Ketika kewenangan politik formal semakin dikonsolidasikan oleh 

pemerintah kolonial, otoritas ulama semakin banyak bekerja melalui ruang 

pendidikan, surau, tarekat, manuskrip, jaringan guru-murid, dan hubungan 

komunitas. Perubahan ini bukan berarti ulama kehilangan pengaruh, tetapi 

menunjukkan bahwa basis pengaruh mereka mengalami pergeseran. Otoritas 

keagamaan semakin dibangun melalui kapasitas intelektual dan jaringan sosial 

daripada melalui penguasaan pemerintahan formal. 

Ketiga, transformasi Islam berlangsung melalui rekonfigurasi otoritas ulama 

dan perluasan jaringan keagamaan. Surau menjadi salah satu institusi terpenting 

dalam proses tersebut. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi 

juga sebagai lembaga pendidikan, tempat tinggal murid, pusat transmisi ilmu, ruang 

pembentukan jaringan sosial, serta tempat reproduksi otoritas ulama. Hubungan 

guru-murid memungkinkan pengetahuan Islam bergerak melampaui batas nagari 

dan suku. 

Jaringan tersebut semakin luas melalui perkembangan tarekat dan hubungan 

intelektual dengan pusat-pusat keilmuan di luar Minangkabau. Syattariyah 

mempertahankan jaringan historis yang telah terbentuk sebelumnya, sementara 

Naqsyabandiyah Khalidiyah berkembang melalui jalur guru dan murid yang 

semakin luas pada abad ke-19. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Islam 

Minangkabau tidak dibentuk oleh satu pusat keagamaan. Otoritas Islam 

berkembang melalui banyak simpul yang saling berhubungan. 



 

 

70 

Perjalanan haji dan hubungan dengan Makkah juga memberikan dimensi 

transregional terhadap perkembangan tersebut. Sebagian ulama dan pelajar 

Minangkabau memperoleh pengalaman intelektual di Haramain, kemudian 

membawa pengetahuan dan hubungan keilmuan tersebut kembali ke lingkungan 

lokal. Kasus Ahmad Khatib al-Minangkabawi memperlihatkan bahwa menjelang 

akhir abad ke-19 telah terbentuk hubungan yang kuat antara lingkungan intelektual 

Minangkabau dan jaringan keilmuan Islam di Makkah. Namun, jaringan tersebut 

tetap bersifat selektif karena perjalanan haji dan pendidikan ke luar negeri 

membutuhkan sumber daya ekonomi dan dukungan sosial. 

Keempat, transformasi pendidikan Islam tidak berlangsung melalui 

perpindahan linear dari surau menuju sekolah kolonial. Surau tetap menjadi 

lembaga penting sampai akhir abad ke-19, meskipun berhadapan dengan 

munculnya sistem pendidikan kolonial. Pendidikan surau memiliki orientasi yang 

berbeda dari sekolah kolonial. Surau menekankan hubungan guru-murid, 

penguasaan Al-Qur’an dan kitab, bahasa Arab, fikih, tauhid, tafsir, hadis, tasawuf, 

serta pembentukan adab. Sebaliknya, sekolah kolonial lebih berorientasi pada 

literasi Latin, berhitung, bahasa, pengetahuan praktis, dan pembentukan tenaga 

yang diperlukan bagi administrasi. 

Perbedaan tersebut menghasilkan dua medan pendidikan yang tidak 

sepenuhnya terpisah. Sebagian masyarakat dapat memanfaatkan pendidikan 

kolonial tanpa meninggalkan pendidikan agama. Pada saat yang sama, jaringan 

surau tetap memperoleh dukungan dari perdagangan, pertanian, keluarga, 

perantauan, dan komunitas. Karena itu, transformasi pendidikan Islam pada 1838-

1900 lebih tepat dipahami sebagai proses diversifikasi dan perluasan jaringan 

pendidikan daripada sebagai modernisasi penuh dalam pengertian abad ke-20. 

Hal tersebut penting secara kronologis. Perkembangan madrasah modern dan 

organisasi pendidikan Islam yang lebih sistematis terutama menguat setelah 1900. 

Oleh sebab itu, perkembangan tersebut tidak dapat digunakan untuk 

menggambarkan seluruh kondisi pendidikan Islam Minangkabau pada periode 

1838-1900. Periode yang menjadi fokus penelitian justru menunjukkan fase ketika 

surau melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan ekonomi, politik, 
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dan pendidikan tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai lembaga pendidikan 

berbasis komunitas. 

Kelima, transformasi hubungan adat dan syarak merupakan salah satu 

konsekuensi terpenting dari perubahan sosial-keagamaan pascaperang. Hubungan 

antara adat dan syarak tidak berkembang melalui penghapusan salah satu sistem, 

tetapi melalui proses negosiasi dan pembagian kewenangan. Syarak semakin kuat 

sebagai sumber legitimasi moral dan keagamaan, sementara adat tetap berfungsi 

sebagai mekanisme sosial dalam pengaturan kehidupan kaum, nagari, keluarga, dan 

kepemimpinan. 

Karena itu, rumusan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tidak 

tepat dipahami sebagai bukti bahwa persoalan hubungan adat dan Islam telah 

selesai pada satu titik waktu tertentu. Rumusan tersebut lebih tepat ditempatkan 

sebagai bagian dari konsolidasi historis yang berlangsung melalui proses panjang. 

Persoalan perkawinan, warisan, tanah pusaka, kepemimpinan, pendidikan, dan 

penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa hubungan adat dan syarak terus 

dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat. 

Masuknya hukum kolonial memperumit konfigurasi tersebut. Adat dan 

syarak kemudian tidak hanya berhadapan satu sama lain, tetapi juga berhadapan 

dengan kategori hukum dan administrasi kolonial. Pemerintah kolonial 

membutuhkan pengetahuan mengenai struktur lokal, tetapi sekaligus mengubahnya 

melalui proses klasifikasi, kodifikasi, dan administrasi. Dengan demikian, 

masyarakat Minangkabau pada akhir abad ke-19 hidup dalam kondisi pluralitas 

normatif yang mempertemukan adat, syarak, dan hukum kolonial. 

Keenam, transformasi Islam memiliki hubungan erat dengan perubahan 

ekonomi dan mobilitas masyarakat. Perkembangan perdagangan, produksi 

komoditas, transportasi, dan perantauan menyediakan sumber daya yang dapat 

digunakan untuk membiayai pendidikan, perjalanan haji, pemeliharaan surau, serta 

hubungan keilmuan. Sebaliknya, jaringan keagamaan turut membentuk norma 

sosial yang berkaitan dengan perdagangan, utang, kepemilikan, dan hubungan 

sosial. 
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Pembangunan jalan dan integrasi ekonomi kolonial juga mempunyai 

konsekuensi ganda. Infrastruktur yang pada awalnya dibangun untuk kepentingan 

militer dan administrasi kemudian memperluas mobilitas penduduk, perdagangan, 

pendidikan, dan hubungan antardaerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya 

menerima perubahan secara pasif, tetapi memanfaatkan sebagian infrastruktur dan 

jaringan baru untuk tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan. 

Ketujuh, transformasi Islam Minangkabau pada 1838-1900 menghasilkan 

perubahan identitas sosial-keagamaan tanpa menghapus identitas adat. Islam 

menjadi semakin kuat sebagai sumber legitimasi moral, pendidikan, dan identitas 

sosial, sementara adat tetap menjadi unsur penting dalam organisasi sosial 

masyarakat. Identitas Minangkabau karena itu berkembang sebagai hasil pertemuan 

antara Islam, adat, struktur matrilineal, jaringan perantauan, dan pengalaman 

kolonial. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi Islam tidak dapat 

ditempatkan dalam oposisi sederhana antara “Islam” dan “adat”, atau antara 

“tradisi” dan “modernitas”. Perubahan justru berlangsung melalui kemampuan 

masyarakat menggabungkan, menegosiasikan, dan menata kembali berbagai 

sumber legitimasi. Islam semakin terlembaga, tetapi adat tetap berfungsi; 

pendidikan berkembang, tetapi surau tidak langsung hilang; jaringan Makkah 

meluas, tetapi tetap bergantung pada struktur sosial dan ekonomi lokal; dan 

pemerintah kolonial memperluas pengawasan, tetapi tidak sepenuhnya 

mengendalikan produksi otoritas keagamaan. 

Transformasi tersebut tidak menghasilkan kemenangan mutlak salah satu 

aktor. Ia menghasilkan susunan sosial yang lebih kompleks, di mana negara 

kolonial, penghulu, ulama, guru surau, pedagang, keluarga, dan komunitas nagari 

mempunyai sumber kewenangan yang berbeda. Justru pada ruang pertemuan dan 

negosiasi di antara aktor-aktor tersebut proses transformasi Islam Minangkabau 

berlangsung. Dalam perspektif sejarah, periode 1838-1900 dengan demikian dapat 

dipandang sebagai fase penting dalam pembentukan konfigurasi Islam 

Minangkabau menjelang abad ke-20. Perubahan yang berlangsung pada periode 

tersebut menyediakan dasar sosial dan intelektual bagi perkembangan lebih lanjut 
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setelah 1900, termasuk munculnya bentuk-bentuk pendidikan Islam modern, 

jaringan organisasi, dan perdebatan baru mengenai hubungan Islam, adat, dan 

modernitas. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat 

diajukan.Pertama, penelitian mengenai sejarah Islam Minangkabau perlu 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sumber lokal. Manuskrip surau, 

silsilah ulama, catatan keluarga, arsip nagari, tradisi lisan, dan dokumen wakaf 

dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kehidupan sosial-

keagamaan masyarakat yang sering kali tidak ditemukan dalam laporan kolonial. 

Penggunaan sumber lokal juga penting untuk menghindari ketergantungan 

berlebihan pada perspektif administrasi kolonial. 

Kedua, penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian mengenai jaringan 

antarsurau. Penelitian mengenai satu surau atau satu ulama memang penting untuk 

memahami proses secara mikro, tetapi hubungan antarsurau dapat memperlihatkan 

bagaimana pengetahuan, murid, kitab, dan otoritas bergerak di antara nagari. 

Pendekatan jaringan akan membantu menjelaskan mengapa suatu pusat keagamaan 

dapat memperoleh pengaruh lebih luas dibandingkan pusat lainnya. 

Ketiga, kajian mengenai hubungan adat dan syarak perlu diarahkan pada 

praktik konkret. Rumusan filosofis seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah penting sebagai sumber pemikiran, tetapi penelitian sejarah sebaiknya 

juga menelusuri bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kasus perkawinan, 

warisan, tanah pusaka, kepemimpinan, pendidikan, dan penyelesaian sengketa. 

Dengan demikian, hubungan adat dan Islam dapat dipahami sebagai praktik sosial 

yang dinamis, bukan hanya sebagai doktrin normatif. 

Keempat, penelitian tentang pendidikan Islam Minangkabau perlu 

mempertahankan ketelitian kronologis. Perkembangan madrasah dan organisasi 

pendidikan Islam pada abad ke-20 tidak seharusnya digunakan secara retrospektif 

untuk menggambarkan kondisi surau pada abad ke-19. Penelitian selanjutnya perlu 
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membedakan dengan jelas fase pendidikan surau, fase pembentukan jaringan 

intelektual, dan fase modernisasi pendidikan setelah 1900. 

Kelima, hubungan antara perubahan ekonomi dan perkembangan Islam juga 

masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Perdagangan, produksi kopi, mobilitas 

perantau, pasar, transportasi, dan pembiayaan pendidikan perlu dikaji secara lebih 

terintegrasi untuk mengetahui bagaimana sumber daya material memungkinkan 

pembentukan jaringan ulama dan lembaga keagamaan. 

Keenam, penelitian selanjutnya perlu lebih banyak menggunakan perspektif 

sejarah lokal. Perbedaan antara Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Tanah Datar, 

Solok, Pesisir, dan wilayah rantau menunjukkan bahwa pengalaman Islamisasi dan 

kolonialisme tidak selalu sama. Generalisasi mengenai “masyarakat Minangkabau” 

harus selalu mempertimbangkan variasi geografis, ekonomi, dan sosial tersebut. 

Ketujuh, penelitian mengenai perempuan dalam transformasi Islam 

Minangkabau abad ke-19 perlu dikembangkan lebih jauh. Struktur matrilineal 

menjadikan perempuan sebagai unsur penting dalam reproduksi sosial, harta 

pusaka, keluarga, dan pendidikan informal. Namun, sumber sejarah sering lebih 

banyak merekam aktivitas ulama dan penghulu laki-laki. Penelitian yang 

menggunakan sumber keluarga, arsip perkawinan, wakaf, dan sejarah lokal 

berpotensi memperluas pemahaman mengenai posisi perempuan dalam 

transformasi Islam sebelum 1900. 
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